WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Wali Kota
g dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah termasuk pengelolaan
keuangan daerah, perlu mengangkat
koordinator pengelolaan keuangan daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

- 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan koordinator pengelolaan
- keuangan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
- dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
- menetapkan Keputusan Wali Kota tentang
- Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
- Tahun Anggaran 2019,

7 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
g Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
i Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia
E Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran
] Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
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publik Ihdonesin Nomor 9679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
lentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik [Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, T

» lambahan Lemhb

Republik Indonesia Nomor 4578),

aran Negara

Peraturan Menterj

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimang telah  diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atag Peraturan Menteri
Dalam Negeri ahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dalam Negeri Nomor 13

. Peraturan Daerah Kota Paly Nom

2009 tentang Pokok-Pokok
Keuangan Daerah (

or 6 Tahun

Pengelolaan
Lembaran Daerah Kota Palu

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Paly
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Paly Nomor 6
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lemba

Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Paly Nomor 12);

Peraturan Daerah Ko
2016 tentang Pem
Perangkat Daerah (

ta Palu Nomor 10 Tahun
bentukan dan Susunan
Lembaran Daerah Kota Paly
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu tahun

2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Palu Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Palu Nomor 10);
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MEMUTUSKAN -

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerali Tahun
Anggaran 2019, sebapgai berikut:

Nama Y ASRI, SH

NIP ¢ 19611212 199003 1 009

Jabatan © Sckretaris Dacrah Kota Palu
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana  dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas koordinasi di bidang:

4. penyusunan  dan  pelaksanaan kebijakan
pengelolaan APBD;

b. penyusunan  dan pelaksanaan kebijakan
pengelolaan barang daerah;

C. penyusunan rancangan APBD dan rancangan
perubahan APBD;

d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD,
dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

€. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD,
dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan

f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA, Koordinator

Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas

sebagai berikut:

a. memimpin TAPD;

b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang
daerah;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-
Perangkat Daerah/ DPPA-Perangkat Daerah; dan

e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi
pengelolaan keuangan daerah lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Wali
Kota.

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bertanggung
jawab kepada Wali Kota.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun
Anggaran 2019 pada Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Palu.
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KEENAM Keputusan  Wali Kota

ini mulai berlakua
tangpeal ditetapkan,

pada

Ditetapkan di Palu
pada tangpal
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171 REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : YUUW/QO/BPKAL/ZULY Mo. Koreiksi < -

Tanggal : 04/01/2019

imstanst @ Badan engelola Ikeuangan daan Asel bacran Kota ralu
Tentang : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019

‘ PETUGAS

e

Mulyani

Catatan : Sk Aslinya Menyusul Masih D.Ruangan Pak Wali

Sub. Bagian Janngan Uokumentas! dan Informasi Hukum

Bagian Hukum Setda l{ota Palu JDIH-MNIA 15/01/1911:08
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